,“_;B'U;PA.TI B E N G KA LI s
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
: NOMOR 33 TAHUN2012
TENTANG |

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
R DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS

. Menimban_g:f@ a. ‘bahwa kesehatan masyarakat merupakan suatu modal bagl 5

" pelaksanaan pembangunan nasional melalui- sumber daya . -

- manusia yang berkualitas sehingga- pembagunan kesehatan
. perlu d|t|ngkatkan secara terus menerus melalw pelayanany
, kesehatan - ~

fb.'bahwa menlng.kafka'n pelayanan ~ kesehatan kepada
;masyarakat dapat terwu;ud blla dltunjang dengan fasmtas
: -'  yang memada| : , '

c bahwa dalam hal ini belum adanya Peraturan yang

_ mengatur tentang hal tersebut dlatas bagi pasien peserta’ gt

- Jamkesmas, Jampersal, Askes ‘dan  Jamkesmasda di
Puskesmas yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar

: " di Pukesmas dan Jarmgannya maka dlpandang perlu dlatur dalam s T

. ,Peraturan Bupati;

Mengingat; 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan‘
- _fDaerah Otonom Kabupaten Dalam ngkungan Daerah Propinsi
- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
' _‘1956 Nomor 25) ; e o

2. 'Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2003 Nomor 47,
S Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor 4286) '

3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan‘
* Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 12004 -
-~ Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor‘ '
o *._]4355) ’ ; . ,

4. Undang Undang Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan ‘
- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4400);



2

8. ‘Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 116 -
) Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4431)

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 - tentang
<" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor-
.- 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437).
'sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
‘Undang .Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua .
Atas - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan ‘Daerah - (Lembaran Negara Tahun 2008
- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa
:_Nomor4844) Ve :

T Undang-Und»ang ‘ 'NOmor 33 ~Tahun '2004 tentang

-~ Perimbangan = Keuangan ' antara’ Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 .
S ‘Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4438);

o8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jamlnan Sosial

. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 -
~ Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesna
: Nomor 4456) ' , . , .

9 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publlk
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone5|a Nomor 5038) '

: ‘-«10 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan

Retribusi ‘Daerah  (Lembaran ‘Negara ‘Republik - Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, ’Tambahan Lembaran Negara Repubhk R

Indone3|a Nomor 5049)

 11 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang-

‘Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa
- Nomor 5063) - : : 3

| , ,  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan f

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 o

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 5234)

}' 13 Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbu3|
.~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna_

: Nomor4139)

: 14 Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 :
Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4593) ;

‘ ‘14 Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran ‘Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republlk IndoneS|a Nomor4614) TR ,



15.

3

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan o

7'1~Urusan Pemenntahan antara Pemenntah Pemerlntahan Daerah

. - Propinsi dan Pemerlntahan ~ Daerah  Kabupaten/Kota
E ;(Lembaran Negara Republlk Indonesua Tahun 2007 Nomor 82,

o f‘;Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor 4737),

16 F
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘

Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrgamsaSI

i ‘lndoneSIa Nomor 4741)

a7

Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 13 tahun 2006 |

',‘sebagalmana telah diubah dengan peraturan Mendagri

- Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan,

'Daerah

o8

}.Peraturan Bersama Menterl Kesehatan Republlk Indone5|a . ‘, i
~dan Menteri Dalam Negeri- Republlk IndoneS|a,

J;‘,Nomor 416/MENKES/PER/III2011 tentang Pedoman Tarif

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan

B Anggota Keluarganya d|~Puskesmas Balai Kesehatan

h ’Masyarakat dan Rumah Saklt Daerah

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011‘

- ,tentang Petunjuk teknls Jamlnan Persahnan

20.

21

Peraturan Menterl Kesehatan Nomor 903/MENKES/PERN/2011
i irtentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamlnan Kesehatan

Peraturan . Dlrektur : Jenderal o Perbendaharaan

‘Kementerian Keuangan Nomor PER- 21/PB/2011 tentang

*JPetunjuk Pencalran Dana Jamlnan Kesehatan Masyarakat

22

23,

'VPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 tentang
= Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis
- (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls ' Tahun 2008 Nomor 07);

.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 13 Tahun 2008
_tentang OranlsaSI dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
‘ :Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 ‘

i ; ‘_'-Nomor13)

24. |

‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009 , tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

. : Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)




© Menetapkan: TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN |

MEMUTUSKAN
f"JARINGANNYA DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS
B A B I

KETENTUAN UMUM

'» Pasal1 j

S Dalam Peraturan Daerah |n| yang dlmaksud dengan

2

10

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkahs
Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Bengkalls o

Bupatl adalah Bupatl Kabupaten Bengkahs ST

Dlnas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan Daerah Kabupateni
,Bengkahs - St \ '

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalls
.“_‘UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan dan Jarlngannya adalah Puskesmasf =
. -Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu Pos Kesehatan desa dan Poli = =
Bidan Desa adalah" mlllk Pemenntah Kabupaten Bengkalls yang berbentuk N
' Lembaga Teknls Daerah SR B . SV
Kepala Dlnas adalah Kepala Dlnas Kesehatan Kabupaten Bengkalls

| Tanf adalah penetapan blaya penyelenggaraan keglatan pelayanan medlk dan non- o
medik yang dibebankan kepada seseorang atau- badan hukum sebagal imbalan -

jasa pelayanan dan j jasa sarana yang dlterlmanya

F:Pelayanan Kesehatan adalah keglatan pelayanan rawat jalan pelayanan rawat ,
inap, pelayanan ‘gawat ' darurat -dan - pelayanan persahnan yang mencakup o
,pelayanan medik dan penunjang medlk : L i

.fﬁPengobatan adalah tlndakan pengobatan yang dlberlkan oleh dokter atau
_jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan: yang ditunjuk - untuk
- menjalankan pengobatan perawatan dan lam lalnnya yang ada hubungannya

o ”dengan kesehatan

o1

Jasa pelayanan adalah |mbalan yang dltenma oleh pelaksana pelayanan atau jasa’

yang diberikan kepada pasien. dalam - rangka observasi, . diagnosis,

o ;kesehatan

12,

Jasa sarana adalah lmbalan yang dlterlma atau pemakalan sarana bahan |
obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan rujukan yang digunakan -
Iangsung dalam rangka observasn dlagn03|s pengobatan dan rehabnlntas: o

. ipengobatan konsulta5| wsnte rehablhtaSI medlk dan pelayanan penzman dlbldang,“‘f: ;,;f'f: A




13.

14,

"5_

~Warga"Ma:Syarakat “adalah ‘setiap orang yang berdomisili di daerah
Kabupaten Bengkalls dan Mempunyal Kartu Identitas Kabupaten Bengkahs

PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan

- jamman pemellharaan kesehatan

- 15.

kAsuranSI Kesehatan (Askes) PNS adalah ja‘mlnan pernellharaan kesehatan
bagi Pegawal Negen Sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan:

: -beserta keluarganya yang dlselenggarakan oleh PT Askes: (Persero)

16.

Jamlnan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah bentuk belanja sosial untuk _
pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta Ialnnya yang

g .,|urannya di bayar oleh Pemenntah Pusat

17.

Jamlnan Persalman (Jampersal) adalah jamman pemblayaan pelayanan '
~ persalinan yang meliputi  pemeriksaan kehamilan, pertolongan :
- persalinan, pelayanan. nifas termasuk pelayanan KB paska persallnan ;

~ dan pelayanan bagt baru lahir yang |urannya di bayar oleh Pemenntah Pusat;

18.

19,
20,

- '21.
- 'daya masyarakat (UKBM) yang di bentuk di desa dalam rangka .
mendekatkan atau menyedlakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat*

_desa; : : g

2

- 23,

Peserta adalah selur_uh masyarakat Kabupaten Bengkalls yang belum memiliki -

Jamman kesehatan

.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana pelayanan kesehatan ;
yang melaksanakan promosi, pemblnaan kesehatan masyarakat dan pengobatan'

serta rehablllta3| penyaklt

‘Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unlt pelayanan kesehatan yang sederhana:_ o
yang berfungsi menunjang dan ‘membantu melaksanakan kegiatan yang
dllakukan puskesmas dalam ruang Ilngkup W|layah yang Ieblh kecil; ,

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya ‘kesehatan bersumber

Pondok Bersalln Desa (Pollndes) adalah upaya kesehatan bersumber'] ;
daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat
atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan ‘dari pembangunan -
masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

(KIA)/KeIuarga Berencana’ (KB) serta pelayanan kesehatan Ialnnya sesual;w

dengan kemampuan bldan

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang dlberlkan"
" kepada seseorang dalam - rangka observaS| pengobatandan ;}pelayananf

'kesehatan Ialnnya tanpa menglnap, e

24,

Pelayanan Rawat lnap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas ,

Perawatan = menempati - tempat tidur untuk keperluan observasi,

' 'dlagn03|s pengobatan atau pelayanan kesehatan lamnya d| ruang rawat inap; -

25 Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada pendenta yang datang

ke Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Rawat Jalan dalam keadaan gawat
dan/atau darurat yang karena penyakltnya perlu pertolongan secepatnya untuk‘_

menanggulangl reSIko kematlan g1
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‘26.PelayanahRujl'1kan adalah Pelay‘_a’han“yahg diberikan pada pééien yahgvdikirim ke
‘PPKlanjutan; o

27.Rujukan Swasta adalah kiﬁmah dari ,dpik&tié'r‘dén_/atau pelayanan 'kes‘ehatah's‘vvasta;

- 28.Jenis Pélayahan" (Produk)“ada‘lah' pieléyananf yang diberikan kepada seseorang
dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya; - _ R -

- 29.Tindakan ~ Medik Operatif “adalah tindakan- pembedahan  yang
menggunakan ‘pembiusan umum atau pembiusan lokal ~dan _tindakan

menggunakan alat dan tindakan dithQstik lainnya; - | B
 30.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;

31.’Pelaya‘nyan"" Pénunjang Diagnostik adalah "belayaﬁén‘penuﬁjan'g Uhtuk”menega‘kkan
diagnosis - ‘dan terapi diantara lain berupa pelayanan laboratorium,

radidlogi,‘:diagnostik dan diagnostik‘»lairihya{

32.Pelayanan ::_Péhunjang Non Medik adalah pelayanan yang diber‘ikan 'yang
secara Iangsung maupun tidak Iangsung berkaitan dengan pelayanan medik;

33.Pela‘yanan‘j Reh_a‘b"ilitasi Medik \‘a'daléh belayanan‘ yang dibérika’n.‘dalam
~ bentuk pelayanan Fisioterapi, “Terapi Okupasional, - Terapi Wicara,
O_rtoriklProStetik, Bimbingan Sosial Medik, Jasa Psikologi dan lain-lain; =

34.Akombdas'i/_a;dal.a‘h' pengguna fasilrit‘as”‘b'erbbat/dinu'awat‘ termasuk makan dan minum
- pasien. . .t T N R

"BAB I

‘7 '» KETENTUAN PEN‘GENAAN'TARIF PELAYANAN |
| | ‘-Bag:ian;xe"safu o |
S vNama,’O}bjek‘ dan s};‘}’ibjek Tarif P_elayanén o
Setiap p’éléya}ﬁa’n‘ késeﬁatan ’yavhg d|ber|kan ‘I{er“)adar ‘rﬁasyara;két ‘Kab‘ur‘iafe"n’«Béanélis
dikenakan tarif yang pembiayaan kesehatannya berdasarkan jenis kepesertaan dalam

pola jaminan yang telah dibentuk Qleh‘Kejmenteriah, Kesehatan RI dan Pemerintah’
Daerah Kabupaten Bengkalis. - oo _ '

© Pasal2

~ Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan

- persalinan di Puskesmas dan jaringannya dikenakan tarif yang ditentukan

oleh Kementerian Kesehatan Rl dan akan dibayarkan melalui ‘sistem

- pengklaiman dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BT S



o C i Pasal3

Setlap pelayanan kesehatan yang dlbenkan kepada peserta Askes PNS di -

_ Puskesmas dan Jaringannya dikenakan tarif berdasarkan sistem pemblayaan kapitasi .

yang telah dltetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku
= | Pasal 4 ' |

“I-'Setlap pelayanan kesehatan yang dlberlkan kepada peserta Jamlnan;:f

. Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas dan jaringannya dikenakan tarif .
yang ditentukan  oleh ‘Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan - akan - -
“dibayarkan melalui sistem ‘pengklaiman dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan

' Kabupaten Bengkahs berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
| s Pasal 5 S

‘Setlap pelayanan kesehatan yang dlbenkan kepada peserta Jaminan -

~ Kesehatan Masyarakat Daerah di Puskesmas dan jaringannya dikenakan tarif - |

yang ditentukan oleh Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan akan -

e dlbayarkan melalui sistem pengklalman dari Puskesmas kepada Dinas . Kesehatan_

= Kabupaten Bengkalls berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku

Pasal 6

';‘\_Subjek tanf pelayanan adalah peserta Jamkesmas/Jampersal Askes PNS danv"'_f_ a
T Jamkesmasda yang mendapatkan pelayanan dan fasmtas kesehatan di- Puskesmas_ SR

fdan Janngannya

: Pasal 7 :

B f,iObJek retnbusn pelayanan adalah pelayanan Kesehatan dlpuskesmas dan janngannyaj’_ : |

: 'Q"yang mellputl pendaftaran observaSI dlagnosa dan pengobatan

' er"’»‘"Bagian“‘Ked ua -
Golongan Tarlf Pelayanan

Pasal 8

‘, “Tarif pelayanan kesehatan yang dlmaksud pada Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 5.0 -

d| atas termasuk golongan tanf retnbu3| jasa umum

Baglan Ketlga
" Wllayah Pemungutan dan Tata cara Pemungutan : Sk

| Pasal 9

1. Retribusi :pelayan'an kesehatan dlpungut di WIIayah kerja tempat pelayanan L

kesehatan yang bersangkutan dan dlpungut setlap kunjungan



2.

Rett‘i'busi‘ta'r'if pélayanah keséhétan di Pusk_esr'rias dan Jaringannya terdiri dari :
a. Jasa Pelayanan. = : oA B

~b. Jasa Sarana.

~ Bagian Keempat
 Prinsip d_ah Saéétan dalam Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran_ dalam penetapan struktur dan besarhya tarif

-pelayanan - kesehatan,  dimaksudkan = untuk menutup biaya

- penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba,

ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya
penyediaan dan -pengembangan pelayanan, khususnya bagi peserta
Jamkesmas, Jamkesmasda dan Jampersal. . ‘ S

(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehata'n' ‘bagi‘ peserta Jamkesmasda di

®)

~Puskesmas dan Jaringannya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis
yang -akan dibayarkan melalui sistem pengklaiman dari Puskesmas ke Dinas

- Kesehatan Kabupaten Bengkalis berdasarkan besaran tarif yang telah ditetapkan:

Biéya ‘pényelenggara'an ‘p'el'ayana‘n 4kese'hatan ‘bagi peserta Askes PNS di
Puskesmas dan ‘jaringannya akan dibayarkan: berdasarkan sistem pembiayaan
kapitasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan

~"Republik Indonesia dan Menteri} Dailam Negeri Republik Indonesia Nomor

@)

416/MENKES/PER/II/2011.~ oo

Tarif pelayanan kesehata'nk - untuk peserta Jamkesmas dan. Jampersal

~ diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
~ kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang. o ~

Bagian Kelimé. E
k ‘ Pehetapan Térif Pelayahavn Kesehatén

 Pasal11

. Tarif pelayanan kesehatan rawat jalah ditetapk_an dalam bentuk paket pelayanan
. kesehatan yang diberikan melalui sarana kesehatan dalam sekali kunjungan,

~_termasuk pendaftaran, pemeriksaan tanpa penunjang diagnostik dan pengobatan

“lainnya diruang rawa

- tanpa tindakan medik. Tariff retribusi rawat jalan ditetapkan sebesar Rp. 8.000,-

Tarif pelayanan kesehatan rawat inap ditetapkan dalam bentuk paket pelayanan
kesehatan melalui sarana kesehatan rawat inap dan menempati tempat tidur untuk
_keperluan keperluan observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan
t inap, ftarif retribusi rawat inap ditetapkan sebesar

Rp.60.000/hari rawat.

 Tarif pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kepada bénderita‘yang datang ke

Puskesmas dalam keadaan gawat darurat ditetapkan'fsebesar Rp.20.000,-

 {k/pemeriksaan’tahpatindakan. N



4 Struktur dan besarnya tarlf retnbusn pelayanan kesehatan dlpuskesmas dan .
: janngannya sebagal berlkut ~ : ‘ :

oA Pelayanan Tlndakan
)

.\lmsn;;h.w-

Pemasangan Infus set Gantn Perban In;eksn IV pasang/angkat ]ahlt Rp
42, 000/t|ndakan . : : ,

.,'Pemasangan NGT, Pemasangan Kateter Pemasangan Bldal KLL,

Debrldemaent Luka Bakar Rp 42 OOOItlndakan :
Kumbah Lambung, nebuaSI tmdakan resu3|ta3| Rp 42 OOO/tlndakan
Rawatan Luka Lecet Rlngan Rp 15. 000 / Iuka ~

‘Incisi Abses Rp.160.000 - ' -

. Extracsi kuku Rp. 160. 000

Llpoma Gangllon Rp 160. 000

.’fb.;PertoIongan Persahnan

\@‘@.N@;cn.#s»iw -

. Pemerlksaan Kehamilan Rp 80 000

Persallnan Normal Rp. 500. 000 , :
Pelayanan Ibu Nifas dan Bay| Baru Lahlr Rp 80 000

’ Pelayanan Pra Ru;ukan Pada Kompllka3| Kebldanan Rp 100 000 o

vPeIayanan Penanganan Perdarahan dan Pasca Keguguran Rp 650 000
Pelayanan Tindakan Pasca’ Persallnan Rp 150 000 P

KB Pasca Persallnan Rp 60 000

KB Pasca Persallnan Suntlk Rp 10. 000 s
Penanganan Komphkasu KB Pasca Persallnan Rp 100 000 ‘

' ﬁ 5. 'Pemenksaan Laboratonum Dasar. Rp. 22.000 /_‘Jems e o

6 Tlndakan Glgl dan Mulut

1.

Cabut G|g| Susu Rp. 42 000 / tlndakan

. Cabut Gigi Tetap Rp. 42, OOOItlndakan L

Cabut Gigi Tetap dgn KompllkaS| Rp. 100 000 / tlndakan |

. Pembersnhan Karang Glgl Rp 100. 000/t|ndakan o
Penambalan Glgl Susu Rp. 42.000/ tlndakan

Penambalan Gigi Tetap Rp 42 OOO/tlndakan e

. Incisi Abses Rp. 160.000 / tmdakan ‘

8. Surat Keterangan Kesehatan Rp 25.000

2
3
4

6.
8
9.
1

Surat Keterangan Visum Et Repertum Luar gedung Rp 200. 000 e

10. Pemularasan Jenazah Rp 150 000

Blaya rUJukan ambulance menggunakan Peraturan Perundang Undangan dan. ‘f
‘ketentuan yang. berlaku Berdasarkan klasnﬂkasn pemblayaan kesehatan paSIen__ S

yang dll"l.ljuk e




= sebesar 50% darl jumlah klalm pelayanan kesehatan dasar

10

B"A’*Bf*'l N

.~ BESARAN TARIF ,
DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN :

| Baglan Kesatu
Struktur dan Besaran Tanf Pelayanan .

Pasal 12

Besaran tarif - pelayanan kesehatan pada pa51en peserta Jamkesmas dan
jamkesmasda dlgolongkan berdasarkan jems pelayanan kesehatan yang dlbenkan
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PENGELOLAAN DANA YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN / PENERIMAAN
L PELAYANAN KESEHATAN STRATA I

Pasal 13

Penerimaan fasilitas késehatan puskesmas ;dan jaringannya dari'pembayaran

klaim dan kapitasi pelayanan medis yang telah diterima oleh Puskesmas dan |
janngannya terlebih dahulu disetor ke kas daerah Kabupaten Bengkalls sebagai

penerimaan pendapatan daerah

}-Penerlmaan fungsnonal yang telah dlsetorkan ke kas daerah tersebut
dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai mata anggaran keglatan

~yang telah d|anggarkan dalam APBD dalam tahun berkenaan

Pemanfaatan dana sebagalmana yang dlmaksud pada pom (2)
termasuk untuk jasa pelayanan, pembeluan barang habis pakai dan

‘-kebutuhan operasional - Ia|nnya yang terjantum dalam peraturan

o

®

daerah tentang APBD dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten
Bengkalls untuk Puskesmas dan Jarlngannya dalam tahun berkenaan

Jasa pelayanan kesehatan sebagalmana yang dlmaksud dlbayarkan '
Jasa pelayanan kesehatan untuk pertolongan persahnan oleh bldan dlbayarkan
mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku yaltu sebesar 85% dari

tarif Menten Kesehatan Rl

-Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagalmana dlmaksud pada pom (4) dan (5)

dilakukan dengan memperhatlkan maksud pemberian Jasa agar terjadi akselerasi -

" tujuan program dan tujuan MDGs terutama pencapalan penurunan angka

o

kematuan ibu bersalln

Dana Jampersal yang telah menjadl pendapatan faS|I|tas kesehatan swasta
(yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis) untuk

~biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jampersal oleh -

fasilitas - kesehatan swasta, sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas

- tersebut, termasuk Bldan Praktek, Dokter Praktik, Klinik Bersalin dan sebagainya.
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(8) Dana KapltaSl untuk pelayanan peserta Askes PNS yang dltenma oleh Puskesmas e
. dari PT. ASKES juga menglkutn mekanlsme pengelolaan keuangan daerah sepertl Sk
*';jtersebutdlatas T G R e e e GRS

KETENTUAN PENUTUP ;:s ol

*;Hal haI yang belum dlatur dalam Peraturan Bupatl ini- berkaltan dengan”{ .
~ pengaturan dan manajemen ‘Dinas Kesehatan akan diatur Ieblh lanjut oleh Kepala =
. Dinas - Kesehatan atas Persetu;uan Bupatl sesual dengan ketentuan Peraturan;
' ;_‘:Perundang undangan yang berlaku.

fk{f,gPeraturan Bupatl ml mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

"‘Agar setlap orang mengetahumya memerlntahkan pengundanganf:‘;f;7';":_'}
"*‘Peraturan Bupati-ini- dengan penempatannya dalam Benta Daerah e
KabupatenBrewngkaljaf]g Sl e g : :

Dltetapkan dl Bengkallsri' :
pada tanggal 3 olcmo o

Dlundangkan dl Bengkalls .
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